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PERJANJIAN KERJA SAMA 

ANTARA

KEPALA KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/PERWAKILAN 

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kota 

Jayapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Sarles Brabar, SE., M.Si

Dalam jabatan selaku Kepala Kementerian Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga/Perwakilan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Provinsi 

Papua berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 23/KP.05.01/PEG/2024, dalam hal 

ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga/Perwakilan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Raya Abepura-Kotaraja, selanjutnya disebut 

PIHAK PERTAMA.

II. Dr. Drs. Sabar Podu, M.HI

Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Fattahul 

Muluk Papua, berdasarkan Surat Keputusan Rektor, Nomor: 1197/ln.35/Rk/12/2024, 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institu t Agama Islam 

Negeri Fattahul M uluk Papua , berkedudukan di Jalan Buper Merah Putih, Kelurahan 

Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-sama 

disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas 

di bidang pembangunan keluarga, pembangunan kependudukan dan penyelenggaraan 
keluarga berencana di Provinsi Papua, serta memiliki fungsi dan perumusan kebijakan 

nasional, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan 

koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi, penyelenggaraan

PROVINSI PAPUA

DAN

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA

NOMOR: 1719/HK.03.01/J29/2025 

NOMOR: 254/ln.35/F.SY/Dk/HM.01.1/07/2025

TENTANG

BERENCANA KE DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
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pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pembimbingan, dan fasilitas dalam rangka 

mewujudkan Sumber Daya Manusia Papua yang unggul dan tangguh;

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Satuan Kerja di Institu t Agama Islam Negeri Fattahul 

M uluk Papua Di Bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang 

menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam Bidang Tri Dharma yaitu 

Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;

c. Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional dalam penyelenggaraan negara 

yang memerlukan sinergitas dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya 

yang tersedia pada instansi masing-masing.

Selanjutnya PARA PIHAK, dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-undang Rl Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Rl Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan 

Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian;

8. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2019;

9. Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana 

Desa 2018;

10. Peraturan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 

72/PER/B5/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;

11. Peraturan M enteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014, tentang 

Kerjasama Perguruan Tinggi;

12. Peraturan M enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

13. Surat Edaran M enteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ Tahun 2016 untuk Pencanangan 
Kampung KB.

14. Peraturan M enteri Agama Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Institu t Agama Islam Negeri Fattahul M uluk Papua
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15. Peraturan M enteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Statuta Institu t Agama Islam 

Negeri Fattahul M uluk Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

447).

PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Implementasi Program 

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ke dalam Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya:

a. Untuk meningkatkan kepedulian PARA PIHAK akan pentingnya Program 

Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Program Tri 

Dharma Perguruan Tinggi;

b. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan 

asas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerjasama ini d ibuat dengan tujuan membangun hubungan kemitraan yang 

berorientasi kepada pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, 

dan Keluarga Berencana dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini m eliputi:

(1) Pengembangan Kegiatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terka it pendidikan 

dan pengajaran di perguruan tinggi melalui Kegiatan Pemagangan, Serta Pelaksanaan 

Pendidikan Dan Pengajaran.

(2) Pengembangan kegiatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana ke dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, te rka it pengabdian 

masyarakat pada kegiatan kemahasiswaan, seperti KKN, Seminar, Workshop, Unit 

Kegiatan Kemahasiswaan (UKM), dan Keterlibatan dosen sebagai narasumber kegiatan.

(3) Penelitian dan Pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana ke dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti sebagai peneliti dan 
fasilitator.

(4) Melakukan kegiatan Pelatihan dan Praktik, khususnya dalam bidang pengembangan 

penelitian, bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, 

konsultasi-konsultasi dalam penguatan penelitian dan teknik penyusunan 
perundang-undangan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA:
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a. Memfasilitasi Dan mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran Bagi 

Mahasiswa Fakultas Syariah;

b. Mendukung kegiatan penelitian Dosen Dan Mahasiswa yang berhubungan dengan 

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan 

Percepatan Penurunan Stunting;

c. Mengikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

melalui kegiatan kajian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat sesuai 

bidang keahlian dan keilmuan.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:

a. Menyediakan Sumber Daya yang ada di lingkungan Fakultas Syariah, Institu t 

Agama Islam Negeri Fattahul M uluk Papua untuk mendukung Program 

Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Percepatan 

Penurunan Stunting termasuk 5 (Lima) program Quick Wins Kementerian 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

b. Melaksanakan Penelitian yang mendukung Program Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

c. M enunjuk dan menugaskan Dosen Maupun mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi program Pembangunan 

Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan 

Stunting.

Pasal 4
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

(1) Keadaan Kahar/Force M ajeure  adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan 

kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat 

terlaksana termasuk namun tidak terbatas akibat terjadinya bencana alam seperti 

gempa bumi, angin taufan, banjir, longsor, dan lainnya, wabah penyakit, huru hara, 

perang/pemberontakan, kerusuhan, kebakaran, dan peristiwa sejenisnya yang 

berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini serta dibuktikan melalui 

pernyataan tertu lis  dari pihak yang berwenang.

(2) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 

dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau 

diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai 

Keadaan Kahar/Force Majeure.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK yang terkena peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja terh itung sejak terjadinya peristiwa tersebut.

(4) Keadaan Kahar/Force M ajeure  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA 

PIHAK akan melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.
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Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perbedaan Penafsiran dan Perselisihan yang tim bul sebagai akibat dari pelaksanaan 

Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat;

(2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan 

kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK 

PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya;

(3) Apabila terjad i pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka 

rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui 

PARA PIHAK.

Pasal6 

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang tim bul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada alokasi 

anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta 

sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan m onitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian 

Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam Satu Semester (6 Bulan)

(2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 1 (satu) kali dalam 

Satu Semester (6 Bulan) terhadap perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata 

hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan 

Perjanjian Kerjasama ini;

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan 

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tidak akan 

memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertu lis  dari pihak lainnya.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 

ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas 
kesepakatan PARA PIHAK;

5
Pihak Pertama Pihak Kedua

Paraf



(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau 

mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertu lis 

kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;

(3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri 

sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak 

berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA 

PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 10

PEJABAT PELAKSANA

(1) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, 

PARA PIHAK menunjuk pejabat pelaksana kerjasama masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU M enunjuk Ketua Tim Pengendalian Penduduk dan/atau 

unit/lembaga lain yang berada di lingkungan Kantor BKKBN Provinsi Papua Dengan 

Alamat Jl. Abepura-Kotaraja,

Telepon : (0967) 581479

Email : bkkbn.Dapua@vahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA M enunjuk Dekan Fakultas Syariah Institu t Agama Islam Negeri (IAIN) 

Fattahul M uluk Papua dan/atau unit/lembaga lain yang berada di lingkungan 

Fakultas Syariah IAIN Fattahul M uluk Papua Dengan Alamat Jalan Merah Putih 

Buper Waena Dsitrik Heram, Kota Jayapura

Telepon : 0967-5171197

Surat Elektronik : info@ iainfmpapua.ac.id /  fasvariahdokumen@gmail.com

(1) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling 

lambat 7 (tu juh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi 
tersebut.

Pasal11

ADENDUM/PERUBAHAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum dia tur dalam Kesepahaman Bersama ini akan 

dia tur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
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Pasal 12 

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum dia tur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan 

oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Perjanjian Kerjasama ini;

(2) Perjanjian Kerjasama ini d ibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tem pat tersebut 

diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai 

kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA
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